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WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangkas mewujudkan kesejahieraan umum
dan mencerdaskan kehidupan banpss sebagaimana vang
diarmmanatkan dalam Undang-Undang Dasar  Negara
Bepublik Indonesia Tahun 1915, negara bertanggung
jawab untuk memelihara fakir miskin gung memenhi
kebuluhan dasar vang layak;

babwa  kemiskinan merupalean  permasalahan yang
mendesak dan bersifat mult sekior sehingga memerinkan
langkah-langkah  penanganan moclalul keterpaduan
progain, koordinasi lintas scltor dan lintas pemangku
kepentingan scoara optimal, terarah, lerpadu,
berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masvarakal;

bahwa berdasarkan pertimbangan schegaimeanas dimaksid
dedam huruf a dan huraf b, perlo membentuk Peraluran
Diaerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 12asar Neogara Hepublik
Indonesia Tahun 1%945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 lenlang
Bembeniukan Kabupaten Dati 11 Way Kanon, Kabupaten
Dvatd 11 Lampung Timur dan Kotamadya Dati 1 Metro
[Termbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomaor 38B25) ;

Undang-Undang Nomor 3% Tahun 1999 fentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran MNegara Republils Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38806];

Undang-TUndang Nomaor 17 Tahun 2003 tenfang keuangan
Negara [l.embaran Negara Republile Indonesia Tahun 2003
Momar 47, Tambahan Lembaran  Negaran Eepublik
Indonesia Momor 3286
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tenbang Sistem
Perencanaan Pombangunan Masional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4421);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 lenlang Sistem
Jurninan  Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tmnbahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2007 lentang Rencana
PPembangunan Janglka  Panjang Nasional  20053-2025
iLembiaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambshan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor 4700},

Undang-Undang Nomor L1 Tahun 2009 [entang
Kesejahleraan  Sosial  (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambhahan Lembaran
Negara Republik indonesina 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan
Puhlik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Momor 112, Tambahan Lembaran Negara  Hepublik
Tndonesia Nomor 5038];

Undang-Undang  Womor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2010 Nomor H2,
Tambuhan Lemharan Negarn Eepublik Indonesia Nomor
52731 sehagaimnana telah dinbah dengan Undang-Undang
Nomor 156 Tabun 2019 |[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nommor 183, Tambaban Lembaran
Megara Bepublik Indonesia Nomeor b398);

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Prenanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2011 Momor 53, Tambaban Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomaor H2335);

., Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Dadan

Penvelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambuahan Tembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 53256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 3587) scbagaimana
telah diuhah heberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran
MWegara Republik Indonesia Nomor 56749

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 entang

Penivelenggaraan Kescjahteraan Sosial (Tembaran Negaria
Republik Tndonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);



16,

17,

L&,

14.

20

21,

24,

23.

. Peraturan Pemerintah Nomar 101 Tahun 2002 fentang

Penerma Baniuan luran Jaminan Kesehatan (Leribaran
Negara HKepublik Tndonesia Tahun 2002 Nemor 204,
Tambahan Lembaran Negara Repuhblik Indoncsia Nomor
5204] scbagaimana telanh diubab dengan DPeraturan
Perncrintah Nomor 76 Tahun 2015 [Lembaran Negsra
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 225, Tambaben
Lembaran Negara Republile iIndonesia Nomar 57460);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 lenlang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatann  Wilavah  [Lembaran  Negara  Republik
Thdonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Wepara Hepublik Indonesia Nomor 3449];

Peraturan Pemerinlah Womor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara  Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakal Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahtenaan
rakyat [Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2015
Nomor 53, Tumbahan  lembaran  Negara Republik
Tndonesia Nonor 56771,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Srandar Pelayvanan Minimal (Lemboran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Womor 2, Tambahan Tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan emeriniah Nomor 13 Tabun 2020 tentang
Perubahuan alas Peraturan Pemncrintah Nomor 23 Tahun
20020 tentang Pelaksanaan Progam Pemmulihan FEkonomi
Masional Dalam Rangka Mendulung kebijakat Keuangan
MNepara Untuk Penanganan Pandemi Corona Vines Disease
2019 [COVID-19 dan/atan Menghadapi Ancaman yang
Mombrualuavakan Perelconomian Nasional dan /atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyvelematan Thkonomi
Masional [Lembaran Negara RepublikE Indenesia Tahn
20020 Nommor 186, Tambahan Lembaran Negeara Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan lresiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan  [Penanggulangan  Kemiskinan  sebagaimana
telah diubah dengan Peraluran Presiden homeor 99 Tahun
2015 [Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 201035
Nomaor 199);

Perpruran  lresiden Nomor 166 Tahun 2004 tlentang
Program  l'ercopatan Penangeulangan  Ketmskinan
(Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
3410

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 lenlang
Jaminan kesehalan (Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah dinbah
beberapa kall terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1340);

Peraturan P'residen Nomor 82 Tehun 2020 tentang komile
Penangnnuan Corong Virus Disease 2014 (Covid-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasienal {Lembaran Negara BEopulblik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);



Menetapkan

24,

28.

2k

]V

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentultan Produk Hukum Daerah  [Berila
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]
sebagaimana  telah diubab dengan Peraturan Menleri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 [Berith Negary
Bepublik Indenesia Tahun 2018 Nomor 157

3. I'eraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang

Slandar Teknis Pelavanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Didang Sosial di Daerah Prowvinsi dan di Dacrah
Kabupaten/ Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Numor BHE);

. Peraturan Menteri Sosial Nomer 15 Tahun 2018 Tentang

Sistem Lavanan dan Rujukan Terpadu Unluk Penanganan
Fulgr Miskin dan Orang Tidale Mampu (Terita Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);

_ IMerdaturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 20149 Tentang

Melanisime Penggunaan  Data Terpadu  Kesejahteraan
Sngial (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2010
Momor 732);

Peraturan Menleri Dalam Megerni Nomor 33 Tahun 2020
tentang Tala Kerja dan  Penvelarasan  Kerja  Scerta
Pembinsan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Repuhblik Indoncsia Tahun 2020 Nomor
TO4);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tabun 2016
tentang RBencana Pembangunan Jangka Panjang Taerah
Kot Metro Tahun 2005 2025 (Lembsran Traerah Kota
Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Dacruh Momor 14);

Perpturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Metre {Lembaran Maerah HKota Metro Tahun 2016
Momor 24, Tambahan Tembaran Dacrah Nomor  24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dactah Kol
Metro Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Dacrah Kola Metro

Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah

Nomor Y);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAFRAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH.



BAB I
EETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimmalssud dengan:

1.
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Ieimnerintah Pusat, yang selanjuinya disebuat Pemerintah, adalah Presiden
Eepublik Indonesia vang memegang kekuasaan Pemerintahan Negard
Fepublik [ndonesia yvang dibaniy oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimalesud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonecsia Tahun 19435,

Pemerintah Provinst adalah Pemeriniah Provins Lampung,.
Daecrah adalah Kota Melro.

Pemcrintah Dacrah  adalah Walikela  sebagal unsur  penycolengegara
Pemerintahsm Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah olonom,

Walikola adalah Walikota Metro.

Organisasi erangkat Dacrah vang selanjuinya disingkar (OFD adalah
unsur pembantu Walikota dan Dowan Perwakilan Rakyatl Thaerah datam
penvelenggaraan urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah.

inas Sosial Kot Moetro vang selanjulnya disebul Dinas adalah Peranglaf
Dacrabh yang membidangi urmsan pemerintahan di bidang kesejahteraamnm
w05kl

Kemiskinan  adalah suatu kondisi sposial ekonomi sescorang ataa
schelompok orang vang Ldak terpenuhi kebutuhan dasarnya unfuk
nempertahankan dan mengembangkan kehidupan yvang bermartabar,
Kebuluhan dasar adalah kebutuban pangan, sandang, perumahan,
koschatan, pendidilsan, pekerjaan dan/ataun pelayanan sosial,

Hak dasar adalah hak seseorang atau beherapa orang dalam masyaralost
vang  harus  dilindungi oleh Pemerintah Daerah  dalam rangka
rmernperiahankan dan mengembangkan kehidupan vang bermartabat
terutama halke ekonomi, sosial dan budava.

Penanggulangan  kemniskinan adalsh kebijalen dan program  kegialan
PPemerintih duan Pemerintah Daerah wvang dilakukan secara sistematis,
tereneona, dan bersmergl dengan duma usaha dan masvarakat unmk
mengurang  jumdah penduduk miskin daldam rangka meningkatkan
derajut kesejahteraan rakval.

Program penaznggulangan kemiskinan adalab kegialan vang dilakukan
olch pemenntah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masvarakat
untuk meningkalkan kesejghieraan masvarakal miskin melalui bantuan
sosial, pomberdayasn masvaradoal, pemmberdayvaan usaha ekonomi mikro
dan  kecil, serta progam  lain dalam rangka meningkatkan kegiatan
eleonomi,

Fencana Pembangunan Jangka Panjang Daesrah  yang scelanjutnia
disingleat RRIPD adalah deokumen perencansan pembuaneunat daerah
untuk permde 20 (dua puluh) tahun.

Peneana  Pembangunan Jangka Menengah Dacrah ovang selanjutnya
disingkal ERPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk peode 5 (lima) tabiun,
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Rencana Kerja emerintsh Daerah vang selanjutnya  disingkat REPD
adalah dokumen perencanaan pomnbangunan daerah untuk periode 1
Isati) takiun,

Rencana strategis peranghkat daerah vang selanjutnya disebut Kenstra
OPD adalah dokumen perencanaan OFD unluk periode 5 {lima) tahun.

Rencana Kerja Peranglear Dacrah vang selanjulnya disebut Renja OPFD
adalah dokumen perencanaan O untuk pericde 1 (gata] tahin,

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Dacrab yang selanjurnya disingkat
RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan  daerah di bidang
pendiggulangan kemiskinan untulk periode 5 (lirma) tabun,

Tim Woordinasi Penanggulangan Kemislinan Kola Metro yang selanjutnya
dizingkal TKPK Kota Metro adalah wadabh loordinssi linlas sekior dan
lintas pemangku kepentingan untuk penangeulangan kemiskinan 41 Kota
Mretro.

Keluarpga adalah unit terleecil dalom masyarakat vang terdivi dari suami
istri alaw suami isri dan anaknys ataun avah dan anaknea atau b dan
andknya alau keluarga sedarabh dalam garis lurus ke alas atau ke bawah
sampal dengan derajal keliga,

Wargs Miskin adalah orang miskin vang berdomisili di kota Metro dan
memiliki kKartu tanda Penduduk [KTP] dan/atau Koartu Keluargs [KR) Kola
Mletre,

Penduduk adalah sermua orang vang berdomisili di wilavah geografis sualu
negara selama kurang lebih & (cnam) bulsn dan alaw mereka vang
berdomisili kurang dari 6 |enam| bulan tetapl bertujuan menelap,

Pemangkn  kepentingan  adalabh kelompok  alaw individu  vang
dukungannya diperlukan demi kesejahteraan don kelangsungan hidup
rrAsyarakal.

Dunia usaha adalah wsaha mikro, ussaha kecil, usaha menengah dan
wsdha  Desar vang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan
berdomisili i Kota Metro.

Pendataan adalah proses pengumpnilan dan pemotakhiran data yang
berupa angka, teks, gamhbar, audio danfatac video, dilakukan dengan
metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung,

Verifikasi Dala yang  selanjutnyn  disebut  verifilasi adalsh  proses
pereriksaan dala unluk memastikan pendataan yang telah dilakolan
sesual dengan prosedur vang telah ditetapkan dan memasfikan data yvang
Lelab dikumpulkan atan dimutakhirkan sesual dengan fakta di lapangan,
Validasi Data yang selanjurnya disebut Validasi adalih proscs pengesahan
thata dengan memastikan dan memperbaiki dara sehingga data valid atau
Lelah memenuhi atiiran validasi.

BAR 11
REUANG LINGEUP
FPazal 2

Fuang lingkup pengaturan dalam Peraluran Daerab inid, melipuli;

A

by
.
d

Aasas, lujuan dan sasaran;

peneeolongan warga misking

hak, kewajiban dan tangoung jawab warga misking

tanggung jawah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
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pendataan, verifikasi dan validasi warga misking
kebijakan, strategl dan program penanggulangan kemiskinan;
pelaksanaan penanggulangan kemislanan;
kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah;
pelaksanaan koordinasi;

prmbinaan dan pERgHWASAT;

peran serla masyarakat,

pengaduan masyaralkat;

menitoring dan evaluss;

pendanaan;

larangan; dan

kelentuan pidana.

BAB III
ATAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Peraturan Dacrah tentang PFenanggulsngan Kemiskinan Dacrah berazaskan:

brITian U siaar;
kradilan sosial;
kesejahreranm;

2O LOTLE rowvong;
keselinkawanan
pemberdavaan;
parlisipalil;
kelerpaduan;
akuntahilitas;
kernilraan,
non-diskriminasi;
keberlanjutan,
rnarlzals
kepastian hukum; dan
plofesionalisme.

Pazal 4

Penanggulangan kemiskinan di dacrah beriujuan:

L.

meningkarkan lapasitas dun mengembangkan kemampuan dasar seria
kernampuan berusabe woargs miskin,

meningkatkan keberdayaan penduduk dan warga miskin dalam rangla
mermentthi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan
mencapal kesejahteraan;

memperkuat peran  warga  miskin  dalam pengambilan keputlusan
kebijakan publik vang menjumin penghargaan,  perlindungan dan
pemenuhan halc halo dasar;



mewiwjudlkan kondisi dan ingkung:an elonomi, politik dan sosiel yang
memungkinkan warga miskin dapar memperoleh  lescmpatan  scluas-
laasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peninolmtan Larat hidup
secara berkelanjutan; dan

memberikan rasa aman hagi kelompok wargn miskin dan rentan miskin.

Pasal 5

Qasaran  penanggulangan  kemiskinan  di daerah adalah perscorangan,
kelaarza, kelompaol dan/alau masyarakat vang meliputi:

H.

I,

1]

warga miskin yang termasuk dalam Dala Terpadu Kesejahtieraan Sosial;
dan

wargs miskin hasil pendalasn, verifileasi dan validasi oleh pemerintah
daerah.

EBAB IV
PENGGOLONGAN WARGA MISEIN
Pazal 6

Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin digolongkan mengjadi;
a. mislan; dan
br. rentan miskin.

Penduduk dan keluarga dengan kategorl miskin sebagaimani dinaksud
pada ayar {1] dapat diberikan identitas.

Pendudulk dan keluarga dengan kategori miskin schagaimana dimaksud
pada  ayal (1) ditetaplkan  sesusi ketentuan  peratufun  perundang
undang:n.

BAB YV
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
WARGA MISKIN
Bagian Kesatn
Hak Warga Miskin
Fasal 7

Setiap warga miskin berhak:

i,
b,
i,

vl

h.

memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumaban:
memperolch pelayanan kesehatan dasar;
memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martakbsinya;

mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan
dan memberdavakan din dan keluarganya  sesual dengan  karskier
bucdayanva;

mendapatkan pelayanan sosial melalul jaminan sosial, pemberdayvaan
sosinl, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serla
memberdayadean divi dan keluarga;

memperoleh derajat kehidupan yang kaak,
meimperoleh lingkungan hidup yang sehat;
meningkatkan kondisi kesejahieraan vang herkesinambungan,



i.
is

mermnpernleh pekerjaan dan kesempatan berusahag dan

mendapatkan rasge aman darl perlakuan atau ancaman dan  tindak
lrekerasan.

Pazal 8

Pemenuhan wlas hak schogaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan
dengan kemampuan keuangan pemerintah dacrab,

Bagilan Hedua
Kewajiban Warga Miskin
Pa=zal 9

Seliap warga miskin berkewajiban:

.

b.

melakulon updays secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutithan
dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganys;

mentaari nonm, elika dan peraturan perundang-undangan; dan
berpartisipasi dalam kehidupan sesial, ckonomi dan politile.

Baglan Ketiga
Tanggung Jawab Warga Miskin
Fagal 10

Seliap warga misldn bertanggung jawab:

o,

Fr.

(1

menjaga dirl dan keluarganya dan perbuatan yang dapat merusak
kesehatan, kehidupan sosial dan elconominy:;
meningleatlan kepedulian dan ketahanan sosial dalam hermasyarakal;

memherdavakan  dirinya  agar  mandid  dan  meningkatkan  taral
kesejahteraan  scrta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan
kemiskinan; dan

berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagl vang mempunyai
potensi dan keahlian.

BAE VI
TANGGUNG JAWAEB PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT
Baygian Kesatn
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 11

Pemerintah Dacrah bertanggung jawah:

4. menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secarn borkolangulan
dan berperan serta dalam memenuhi hak warga miskin schagaimana
dirnaksud dalam *asal 7.

b,  menyusun rencana, kebijakan, suategi dan program penanggulangan
kemiskinan,; dan

e, menyvodiaksn slokasi anggaran vang culup doan memadal dalam
Al'BLY denpan peningkalan setiap tnhunnyva.



(2} Upaya Pemerintah Daerah sebugaimansa dimaksud pada ayal (1)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber dava vang
dimiliki Pemeriniah Daerah.

3] Pemerintah Dacrah mengupayakan inlegrasi program penanggulangan
kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dar perencanaan,
prlaksanaan, pengawasan dan evaluasi,

(4  Upava l'emerintah Daerah sebagaimana dimakesid pada avat [1], ayal .(2]
deam wval (3) diwnjudlan dalam progam dan kegialan yang bersifat
terpadu dan berkelanjutan,

Bagian Kedna
Tangpung Jawab Dunia Usaha
Pasal 12

[runia usaha bertangsung jawab:

a,  turut sertd terbadap pemenuhan hak warga  miskin  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 melalui mekanisme yang berlaku; dan

b, berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terbadap
warga miskin.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawabh Masyarakat
FPasal 13

Masvarakat bertanggung jawah untuk berperan serta dalam penanggulangan
kemislkinan i lingkungannya  dengan  prinsip  gotong  royong  melalul
melmnisime vang berlaku,

BARB VII
PENDATAAN, VERIFIKARI DAN VALIDASI WARGA MISKIN
Pasal 14

(1] Talam rangka penggolongan warga miskin schagaimana dimaksud dalam
Pasal &, pemerintah dasrah melalouloan pendataan, veritikasi, validasi dan
penetapan wargs miskin,

(2} Sumber data awal warga miskin sehagaimana dimaksud pada ayar {1)
diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
kola Metro,

(3] Kriteria pendataan warga miskin sebagaimana dimaxsud pada ayal (1)
menpepunakan  indikaror atau  variabel pendataan  scsual ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 15

(1} Pendataan pendudule dan warga miskin dilalesanakean oleh Dinas.,

(2} Pendataat yang meliputi verifileasi dan validasi data lerpadu sehagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan agar data penanggalangan kemiskinan
danfatan penyaluran bantuan lainnya valid, lepat sasaran dan tepat
wakil,



3]

(]

(5]

4]

()

]

(3]

Pendataan  schagaimana  dimaksud pada ayar (1) dilakukan  secara
berenjang mulai tingkat BT, BW, kelurahan, kecimatan dan koot

Fendataan penduduk dan warga miskin dilalsanalaan Derdasarkan hasil
pemutakhiran  Data Terpadu  Kesejahteraan Sosial vang  ditctapkan
I'emerintah.

Pendataan penduduk  dan warga  miskin dilakuoloan dalam rangla
meneniukan kedalaman, keparahan, penyebah dan relkomendasi progran
penatngrulangan kemmskinan.

Pendataan schagaimana dimaksud pada avat 2] dilakukan oleh Potensi
dan Sumber Kescjahteraan Sosial yang ada di kecamatan danfatau
kelurakban.

Untuk memperolch data penduduk dan keluarga dengan kategori
kemiskinan yang akurat, paling lama dalam wakin 1 {satu] tahun sekali
dilakukan pembarian dara.

Dalam  keadaan darural atau  jika terjadi sesuatu keadaan  yang
menyehabkan penduduk jamuh/masuk dalam kategori kemiskinan, dapat
dilakulan pembaruan data.

Pendataan  warga miskin  sebagaimans dimaksud  pada avat  [2)
dikecualikan apabila tlerjadi  situasi  dan kondisi ferfentu vang
mempengaruhi terjadinya lonjakan warga miskin baik secara langsung
raapun fidak lengsung,

Pasal 16

Peruhahan data sebagai hasil pendataan, verilikasi dan  validasi
gsehagaimana dimalksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan
Walikoia,

Data perubahan vang relabh ditetapkan oleh Walikata disnmpailemn kepada
Cinhernur sebagai wakil Pemerintah Pusal di daerah,

Prlaksana werifikasi dan validasi sebagaimana dimaksad pada aval (1]
ditelapkan dengan Keputusan Walikota,

Pasal 17

lendataan sebagaimana dimalkesud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan
melalul proses manual dan digitalisasi

(1

[}

Pasal 18

Penelapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan, veriikasi, dan
validasi divnggah dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial  Nexd-
Cieneruiton. [STKE-NO.

Penelapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan, verilikasi dan
validasi warga miskin sehagaimana dimaksud paday soeal (1] menjadi dasar
penvusiunan arah  kehijokan, stoategi dan progam  penanggulangan
kemniskinan daerah vang tertuang dalam RRIPD dan RRIMD kemislanuanm
dan/atan penvaluran bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah,



BAB VIII
ARAH KEBLJAKAN, BSTRATEGI DAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Baglan Kesatn
Umnm
Pazal 19

Pemerintah Trerah wajib menyusun arah kebijalkan, strategi dan program
penanggulangan kemiskinan dalam REPJPD, REJIMI, RRIPD, Benstra OUD, dan
Renja OPD seria dolumen perencanaan pembangiinan lain sesual ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 20

1] Penyusunan arah  kebijakan, strategi  dan  program penanggulanghn
kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secars
terkoordinasi.

(2} Koordinasi schagaimara dimaksud pada ayal (1) disclengearakan melalui
sinktonisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan  kemiskinan
lintas sektor dan lintas pemangky kemiskinan.

Bagian Kedua
Arah Hebijakan
Pasal 21

Arah kebijakan penangeulangan keniskinan sebagaimana dimaksuad dalam
Pasal 19 disusun dengan berpedmman pada EPJPD dan RPJMER

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 22

(1} Strategl penanggulangan kemiskinam sebagaimana dimaksud dalam Fasal
19 dijabarkan ke dalam rencana strategl penanggulangan kemiskinan
masing-riasing OPT),

(2] Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
a. mengurangi ehan pengeludran warga misking
k. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin,
¢. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro
dan kecil;

d. mensinergikan kebijakan dan program penangsulangan kemiskinan:
tluan

¢, pembecdavaan warga miskin untuk memenuhl kebutuhan dasar.

(3 Strategl penanggulangan kemiskinen scbagaimana dirmaksud pada  ayal
{1] menjadi pedoman dalam  penyusunan  program penangeulangan
leemiskinan pada OPT} rerkair.

(1] Rencang stralegis penanggulangsn kemiskinan sebagaimana dimaksud
parda avat (2] digunakan scbuagai dasar penyusunan Renstra OFD, Renja
(P dan RKPD vang mekanisme penyusunannys sesusl  dengan
ketenfuan peraturan peruindang-undangan.,



Bagian Keempat

Progam Penanggulangan Kemiskinan
Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 23
Progam penanggulangan kemiskinan di dacrah lerdivd dar

a.  kelompok progrmn penanggulungan  kemiskinan  berbasis kcluarga,
bertujuan untule melakukan pemenuhan hak dasar, pengarangan betwkan
hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakar misloin;

h.  kelompok program penanggulangan kerniskinan berbasis pemberdayaan
muasvarakat, bertujuan untuk mengembangkan porensi dan memperkuat
kapasitas kelompok masvaraket  miskin untuk  terlibal  dalam
pembangunan  yang  didasarkan pada prinsip-prinsip  pemberdayaan
mayyarakal:

¢ kelompok prognan penanggulangsn kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha ekonomi  milero, bertujuan  untuk  memberikan  aksces  dan
penguatan ckonomi bagi pelaku usaha berskala mikreo; din

d.  program lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung vang dapal
meningkatkan kegiatan ekanomi dan Eosciabilerasdn warga miskin.

Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
FPagal 24

Program peransgulangan kemiskinan  berbasis  keluargs  sebagaimana
dimnaksud dalam Pasal 23 hurul a, melipuri:

4. bantuan pangan,;

b, bantuan kesehatan;

¢, bantuan pendidikan; dan
d hantuan perumahan.

Fasal 25

Progrim banluan pangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
dilalisanakan melalhai:

A, penurunan/ pengurangan angks kekurangan gizi pada anak di bawah
lima tahun |halita), ibu hamil dan lanjur usia (lansial; dan
b. peningkaian kecukupan pangan dengan kalori dan gz bagi keluarga

mizlair;
Pasal 26

Program hantuan keschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurut b
dilalsanakan melalui:

A, penurunan angka kematian ibu, bayt dan anak di bawah lima tahun
| baalita);

b,  preourunan lkasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak di hawah lma
tuhun (balita);



penurunan angka kesukilan dan kematian akibat penyakit metular dan
penvakit tidak menular;

peningkatan alokasi dan jamnan keschatan dasrah;
peninglatan kepesertaan jaminan sosial; dan

periberian akses bagl warga miskin yang belum memiliki kepesertann
jaminan  kesehatan melalui Surar Keterangan Tidak Mampu dar
RT W/ lursh,

Pasal 27
Program hantuan pendidikan scbagaimana dimalksud dalam isal 24
huruf o, meliputi;

a. peningkatan  partisipasi  mengikuti pendidikan  setara jenjang
pendidikan menengah bagl siswa dari keluarga misking

b, pembebasan buta aksara bagi selurih warga;
¢. peningkatan lkualitas sarana dan prasarana pendidikan dasa

d. peninglkatan jumlah kelompolk belajar pendidikon keselaraan non
tonnal; dan

¢, pembebasan  hiaya  pendidikan  bagi  keluarga  miskin untuk
mendapatkan akses pendidikan baik jenjang pendidikan prasekolah,
pendidilean dasar dan pendidikan menengah.

Satuan pendidikan yang disclengegarakan oleh masyarakat, pemerintah,
Pemerinlah Daerah berkewajiban menerima siswa darn keluarga smiskin.

Pasal 28

I*rogram hantuan perumahan schagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurut d
vaitu dengan peningkatan rumah schat dan layvak huni melalot:

a.
by

0.

i1]

bantuan perbaikan rmimah;
huantuan sarana dan prasarana permukiman; dan

peningkatan jumlah warga miskin vang memiliki akses terhadap wr
bersih dan jamban kelvarga.

Paragraf 3
Progam Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 29

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakal
sebugaimana dimaksud Pasal 23 hurul b dilakukan dengan loegintan yarg
melipuli:

4. pelatihan keterampilan dalam berbagad jenis dan jenjang;

lr. himbingan pengelolaan fmangjernen wsahe;

¢, lasililasi peninglkatan partisipast dan swadaya masyaralat,

d. lasilitasi  pengorganisasian  relawan/pemerhali penangsulangan
kemiskinan;

tasilitnsi pengelolhnan usahia kelompols; dan

f.  fasilitasi kemitrasn pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh
komponen masvarakat,



(]

(3]

Pelalihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai rerampil dan
1mandiri,

Setiap wargn miskin vang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana
dimaksud pade avat (1] diberikan sertifikal pelatiban keterampilan.

Paragraf 4
Progam Penanggnlangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro
Pagal 30

Progam penangulangan kemiskinan berhasis pemberdayan usaha clonoi
milro schagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ dilakukan dengan
pemberian bantuan modal usaha vang meliputi

.
h.

peningkatan permodalan bagi warga miskin yang memiliki usaha mikro;

porluasan akses pinfumnuan modal murah dan mudah oleh lembags
kenangan bagl warga muskin,

peningkatan perliasan kescmpatan kerja dan usaha;
peninglaatan sarana dan prasarand usaha; dan

pengutangan praktile pemasaran hasil produks] pertanian dengan model
lenpkulak/ lempar sclendang/makelar secara bertahap.

Paxapgraf 5
Progam Penanggulangan Kemiskinan Lainnya
Pasal 31

Program penanggilangan kemiskinan lainnva sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 hurut d, melipuf:

o,

k.
.
d.

(11

Lantuan perlindungan rasa aman dalam rangka memberikan kemudahan
bagl warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman;

pengurusan administrasi kependueduloan:

penvelesaian konflik sosial;

petlindungan tindak kelerasun dan perdagangan perempuan dan analk,
fasilitasi bantuan huloum;

perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan;
a1l

pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan
dan pelestarian fungsi ingliungan hidup.

BAB IX
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 32

Penanggulangan kemiskinan dilalessunakan secara hertahap, terpadu,
konsistcn  dan berkelanjuian sesual skala priovitas  dengan
mempertimbanglan kemampuan sumber dayva pemerintiah daerah dan
kebutuhan warga miskin,



(3]

(1

3]

(1]

2]
[}

Penanggulangan kemiskinan dilaksanalkan oleh OPT) yang IeInplnyal
tugas pokok dan fungsi sesual program sehagaimana dimaksud dalam
asal 24

Pelaksanaan penangoulangan kemiskinan dikordinasikan oleh TKPK
Kota hMetra,

BAB X
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAT
Pasal 33

Dalam upava meningloatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di
darrah dibentuk TKPK Kota Melro,

TKPK Kota Melro sehagaimana dimaksud pada ayal (1) berkedudukan di
teawah dan hertanggung jawaly kepada Walikola,

TKI’K Kota Metro schagaimana dimaksud pada svat |1) dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

Pasal 34

Keanggotaan THPK Kota Merro schagaimana dimaksud dalam Pasal 33
terdiri dar unsur Pemerintah Dacrah, dunia usaha, masyardkal dan
pemanglku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Ketua Thils Kota WMerro adalah Wakil Walikota.

Sefretards TPk Kola Metro adalah kepala OPTY yang bertugas di bidang
perencanaan pembanginan,

Pasal 35

TRPK Kota Metro mempunyval LUgAs:

A,
b
£

o,

melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan,
mengendalilan pelaksanaan penanggulangam kemiskinan,
melakukan koordinasi permutakhivan dara wargs misking dan
melakukan pelavanan pengaduan masalah kemislanan.

Pasal 36

THI*K Kota Metro dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
A5 huruf a menvelenggarakan fungsi:

A,
.

pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan BPIMD;
pengkourdinasian OPT atau gabungan OFT dibidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan Benslea OPTD,

pengkoordinasian OPD ataug gabungan OPT dibidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan EKPLY

pengkoordinasian OPD atou gabungan OPD dibidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penvusunan Henja OFPD; dan

pengkoordinasian  evaluasi pelakssnasn  perumusan doloimen rencana
pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan,



Pasal 37

TKI'K Kota Metro dalam melaksanakan lugas sehagaimana dimaksod dulamn

sal 33 huraf b menvenggarakan fungsi

a. pengendalinn pemantauan, supervisi dan tindak lanjut Lerhadap PHTLCATRATE
tujusn program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar Se sl
dengan kebijalan pembangunan,

b, pengendalian pomantauan pelaksanaan kelompolk program penanggulangan
kemiskinan olch OPD yang meliputi realisasi pencapaian Largel, penyerapan
dana dan lendala vang dihadapt;

¢, penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompole program danfatau
kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

d. pengendalian  ovaluasi  pelaksanoan program  dangatag kegiatan
penanggilangan kermiskinan;

e. pengendalian penanganan pengaduan masvarakal bidang penanggulangan
leemmiskinan: dan

{. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan
kerniskinan kepada Tim Nasional Percepatun Penanggulangan kemaskinan
dan Tirm Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung,

Pasal 38
TEI'K Kota Metro dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
PPasal 35 hurul © menyelenggarakan lingsi:
a.  pengkoordinasian penyusunan permutakhiran dats warga misking dan

b, pengkoordinasism pelaksanaan verifilasi warga miskin dan validasi duata
kemiskinan.

Pasal 39

THI'K kota Metro dalam melassanskan mgas sehagnimuana dimaksud dalam
Pasal 35 hurul d menyelengearakan [ungsi:

a. pelavanan pengaduan masvarakal 1erkair masalah kemiskinan; dan
b, pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemisldnan,
Pasal 40

(1)  Wadah pelayanan terpadu penangguiangan kemiskinan daerah dibenfuk
dengan nama Uos Pelavanan Terpadu enanggulangan  Kemiskinan
Diaerah.

(2] TKPK Kota Metro dalam meloksanakan Lugas sebagaimana dimakesud
pada avat (1] dilaksanakan oleh 'os Pelayanan Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan xactah;

i3 Ketentuuan  lebih lanjut mengenai fungsi TKFK Kaota Mcotro dan Pos
Pelavanan terpadu Penanggulangzan kKemiskinan sebagaimana dimaksud
pada avat [1] dan sat (2] diaiure lebib lanjut dengan Peraluran Walikota.

Pasal 41

1] Untuk membantu kelancaran  pelaksanasn tugas TRKPK Kota Motno
sebhagaimana dimaksiad dalam Pasal 35, dibentuk sekretarial TRFRK kota
MetTo.



(2]

[3]

Selrelariat TEPK Kota Metro sebagaimana  dimaksud pada ayal (1]
mempunyal  ugas memberikan dukungan administrasi teknis dan
dukungan hahan kebijalan kepada TEKIK Kola Mefro.

Sekretariat TKPK Kota Metmo sebagaimana dimaksud pada aval (1)
berkedudulkan di OPD vang membidang urusan sosial,

Pasal 42

Seloeturial TKPK  Kota Metro dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimans
dimakzud dalam Pasal 41 ayal (2] bertanggung jawab kepada ketua TEPK RKota
hetro.

(<]

[

f

—
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Pasal 43

Untuk membantu kelancaran pelulesanaan tugas sckrelarial TRER Kota
Metrn sehagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dibentuk kelompok
kerja.

Kelompol kerja sebagaimana dimesakswd pada ayat (1} terdin alas;

a,  kelompok kerja pendataan dan sistemn informasi,

Ir.  kelompol kerja pengembangan kemiltaan, dan

e, kelompol: ketja pengadonn muasyvaraloal,

Pa=zal 44

Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi sebagaimana dimalsud
dalam Masal 43 ayal (2] huruf a mempunya: tugas melaksanalon schuagian
lugas sckrotaris TEPK Kota Metro dalam mengelola data dan sistem
informasi penangegulangan kemiskinan.,

Kelompok kerja pendaraan dan sistem informasi dalam melslosanakan
igas schagal dimaksud pada ayat (1) menyvelenggarakan fungs:

a. pengelolaan dan pengembangan dala kemiskinan;
h. pengembangan indikaror kemiskinan doeral;
r. pengembangan sistem informesi kerniskinan; dan

. penvedisan dala dan informasi sistem peringatan dini komdisi dan
pormasalahan kemiskinan.,

Kelompok kerja pengembangan kemitraan sebagaimana dimalesud dalan
Pasal -3 ayat (2) hural b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
seleretaris TELPK  Kola Metro dalam  memfasilitasi  pengelolaan dan
pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

Kelompok kerin peongembangan kemitraan dalam melaksanakan  fugas

sebagaimana dimalesud pada avat {3) menyelenggarakan fungsi:

a, perumusan  pembinaan  huhungan  antara  masvarakar  dengan
pemerintabn daerab; dan

b. perumusan pembinagsn hubungan dunia usaha dengan pemerintah
daerah.

Kelompolk kea pengaduan masyarakat scbagaimans dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) hurul ¢ mempunyai tugas melaksanakan sebagian fugas
sclorctaris TRPK Kola Metro dalam meomiasilitasi penanganan pengaduan
masyardkal progam penangeulangnn kemiskinagn,



G] Kelompok kerjp  pengaduan  masyarakal dalam melakshakan  fugus
sebagaimana dimaksud pada ayat [3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan  dan penyiapan  Penangandan aspirasi dan pengaduan
masyarakal terkait kegiatan  penanggulangan  kemiskinan untuk
diteruslean pada lkelompok progam terkait;

b.  perumusan dan penyiapan bahan anpanye penanginan aspiras dan
pengaduan  masyarakat  lerkait dengan  penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan kemislanan;dan

c.  perumusan dan penyiapan hahan sesialisusi dan Kampanye tenlang
perlunya pendampingan masyarakat dalin penyampaian pengaduan
pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinian.

Pasal 45

(1] TKPK Knta Mctro dalam melaksanakan lugas sebagaimandg dimaksud
dalam Pasal 35 dibanig kelompol progran penanggulangan kemniskinan,

(2 Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] terdiri alas:
a.  kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;

h.  kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis
pemberdayaan masyarakat;

c. kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan berbasis
premberdavaan usaha ekonomi mikro; dan

d. Lkelompok program lainnya.
Pasal 46

i1y Kelompok program penanggulangan  kemislkinan  berbasis  keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayar (2] huruf a, melaksanakan
sebupiun lugas TEPK  Kota Metro dalam melakukan  koordinasi
penanggulangan lemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis
keeluarga.

(21 Kelompok progran penanggulangan keniiskinun berbasis pemberdayaan
masvarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2| hurof b
melaksanakan schagian tugas TEKPK Kotn Metro dalan melakubkan
koordinasi  penanggulangan  kemiskinan di bidang  pemberdayvaan
masyarakat.

i3] Kelompol program penanggulangan kemiskinan berbasis pemhberdayaan
usaha clkomi mikro sebagaimana dimalosud dalam Pasal 45 ayat (2}
hurut ¢ melaksanakan  sebagian  tugas TREIPK  Kota Melro dalam
melakukan  keoordinasi  penangoulangan kemiskinan  di hidong
pemherdayaan usaha ekonomi mikro.

(4] Kelmmpok program lainnva sebagnimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(2] hurul d melaksanakan schagian tugas TEPK Kora Metro dalan
rnelakulian kordiansi penanggulangan kemiskinan di bidang ninnya,

Pasal 47

Kelompok  progrmn sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 45 dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawah kepada ketun TEPK Kota Mebo,



Pasal 48

emmbeniukan TKPK Kota Melwro, sekretariat, kelompok kerja dan kelompok
prugram sehagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 13 dan
Isal 45 ditetapkan dengan Keputusan Walilota,

(1}

[2]

131

(1]

(<}

{3

(L]

|21

2]

BARE X1
KOORDINASI PELAKSANAAN
Paszal 49

Rapar keordinasi TRPE Kola Metro dilaksanalkan paling sedikit 4 lerapat]
kali dalimm 1 (sutu] lahun atau  sewaktu-wakin  sesual dengan
kebutuhan.

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayar 1) dipimpin oleh
ketua TEPK Kota Motro.

Rapat koordinasi schagaimana dimaksud pada aval (1} membahas;

4. penyusunan strategl penanggulangan kemiskinan dacrah;

L, penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam
REJMD dan REKIMD Kota Metro: dan

c. pelaksanaan percepalan penanggulangan lcemiskinan.

BAB XII
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN
Paszal S0

Walilcota melakukan pemhinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan
kerniskinan di daerah,

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayval [1] meliputi pemberian
himbingsn, peogawasan, pemantavan dan evaluasi | pelaksananan
penangeulangan kemiskinan,

Walikota dapat mendelegasikan pembinaan don pengawasan erhadap
polalksanaan penanggulangan kemiskinan lkepada kepala dinas yang
membidang urusan sosial.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAEAT
Pasal 51

Masvarakat diberilkun  kesempatan untuk berperan aktil  dalam
penanggnlangan  kemiskinan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi, Pemerintah  Daerab, dunia  asaha  maupun
masyaraleat  scjule  proses  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
maonitoring dan evaluasi.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada aval [1] meliputl perorangan,
keluarga, kelompok, organisasi sosial  keagamaan,  organisdas
kemusyarakalan, lembaga swadaya masyarakal, lembaps kesajahteraan
sosial, yavasan, organisasi profesi dan unsur dunia usaha.

Unsur dunia usaha scbagaimana dimalkesud pada avat (2) berperan serta
dalam  penyvedinan  dana  dan/alau barang  danjatau jasa  untulk
penangoulangan kemiskinan scbagai perwujudan dari tanggung jawan
snsial dan linglkungan.



(4]

(1)

[2]
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(1]

(<]

Program penanggulangan kemiskinan vang dilakukan oleh masvarakat
dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (2] dan ayar (3] wajib
discluruskan dengan kebijulan, sirategi dan program penanggulangan
kerniskinan dacrah,

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyaralaat

dan dunia usaha scbagaimana dimaksud pada avat (2] dan ayat (3]

sUperti:

i, pemberian saran  dan pertimbangan  dalum Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

b, pelestarian nilai nilai luhar budaya hangsa, kesctialkawanan sosial,
dan kearifan lokal vang mendukung Penvelenggaraan Kesejahieraan
Soslal,

penyvedia  sumber  dava  manusia dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

e

d. penvedia dana, jasa, sarand doan prasarana dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial; donfatan

e, pemberian pelayanan kepada penvandang masalah  Kescjahleraan
Sosial,

BAB XIV
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 52

Wasyvarakat dapat mengajukan pengaduan mengenal  dugaan
peovimpangan  terbadap pelaksanaan . program dan o kegiatan
penanggulangan kemiskinan baik vang dilaksanalkan oleh pemerinlah,
pemerintah provinsi maupun pemeriniah daerah.

Fengaduan masyarakal sebagaimana  dimaksud  pada avat (1)
disampailkan secarn  tertulis  kepada TKPK Kora  Merro dengan
mencantumkan identitas dinl pengadu, data dan permasalahan yung
jelas,

TKPK HKota Metro scbagsimana  dimaksud  pada syat (2 harus
menindaldanjuti dan memberikan jawahan atas pengadusn masyarakal
paling lama 14 [cmpat belas) hari kerja terhitung sciak tanggal
pengaduan diterima.

Apabila dalam jongla walttu 14 [emmpat belas| hari kerja schagaimana
dimaksud pada avat [(3) tidak ada findak lanjul arau jawaban, maka
pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti

Ketenruan  moekanisme pengadusn  dilaksanakan  sesual  poraturnsn
perundang-undangamn,

BAB XV
MONITORING DAN EVALUARBI
Pasal 53

Dalam rangka pelaksanaan penanggulangsn lemislkdnon, Pemerintah
Daerah membangun sistem monitoring dan cvaluasi vang terpadu,

TEPK Kota Metro melakulian monitoring dan ovalusasi serta mehyilsian
laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berlla sampai
tingkat kelurahar,



(1]

(3]

(1]

[]

i)

[2]

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 54

Sumber pendanaan penanggulangan lkemiskinam berasal dari:

@, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerinlah daerah;

h. dana vang disisihkan dari badan usaha sebagal kewajiban dan
langpung jawab sosial dan lingkungan;

. dana hibah baik dar dalam maupan luar neger;

d. dana dari Badan Amil Zakat Nasional [Bazmas),

e, swmbangan masyaralal; dan

. sumher lnin yang sah dan tidak mengileat sesuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pendunaan kegiatan TKPK Kola Melro dan Peos Uclavanan Terpadu
Penangpulangan  Kemiskinan Daerah  dianggarkan  dalam Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah [APRTI)

Pendanaan schagaimana dimaksud pada avat (1] dikelola sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BARB XVII
LARANGAN
Pasal 55

Setiap orang, masvarakat dangatau badan hukum dalam pelaksanasan
penanggulangan kemiskinan dilarang untulk:

A seeard senpajp memberilkan keterangan dan informasi kemiskinan
vang tidak sesuai dengan kondisi vang schenamya; dan

h. menghaling program dan kegintan dalam ranpka penanggulangan
kemiskinun.

Setiap orang, masvarakat dan/atau badan hukum vang bertugas dalam
prlaksanaun penanggulangan kemiskinan dilarung untuk:

a. melakukan penvalahgunasn wewenang;
b. melakulom pemalsuan data: dan

. menghalungl program dan kegiatan dalam rongka penanggulangan
kerniskinan,

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pazal 56

Selain Pejabat Polisi Negara RBepublik Indonesia, penyidilkan atas tindak
pidana schagaimana dimaksud dalam Peraturan Dacrah ind dilakukan
oleh Penvidik Pegawsd Negeri Sipil di Linglungan Pemerintah Dacrab vang
diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengoan kelentuan yang berlaku,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada aval (1)
berwenang



{3

(1]

a. menerima laporan atau pengaduan dar sescorang WCHlANg Adanyi
tindals pidana;
b, melakukan tindakan pertama pada saat di tlempat kejadian;

e, menvurih berhenti scorang tersangle: dan memeriksa fonda pengenal
dirl tersangha;

d. melakukan pengeeledahan dan penyitaan;

e, melakukan pemeriksasan dan penyitaan sural;

f. mengamhbil sidik jari dan memotrel SCSCOTang,

o memangg] orang untuk didengar dan diperiksa seba gal tersangka

Aataun salosi

h. mendalangkan orang ahli vang diperlukan  dalam  hubungannya
denguan pemeriksaan poerkara;

i mengadakan penghentian penyidikan; dan
i, mengadakan tindakan lain menurt hukum yang bertanggung jawab.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagamimana dimaksud pada Ayar (1)

memberitahulean dimulainya penvidikan dan kasil penyidikannya kepada
Penyidik Pejahat Polisi Negara Republik Indonesia,

Penvidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
menyampaikan hasil penvidikannya kepada Penuntul Umum melalul
Penvidik Pejabat Molisi Negara Republik ndonesia.

BEAB EIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 57

Penunturan  pidana dapat dilalkukan  ferhadap pelaku usaha dan atau
PengIrISnYa.

Pasal 58

Sefiap orang vang  memalsukan  data warga  miskin sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayal (1), diancam dengan pidana kuringan
paling lma 6 [enam] bulan atau denda paling banvak Bp, 50.000.0060,-
{lima puluh jut:a rupuab).

Pelanggaran terhudap kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat {2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan kelenluan peraturan
perundang undangan yang berlaku,

Tindak pidan: scbagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah pelanggaran.
Denda sehagaimana dimaksud pada ayat (1) masak ke kas daerah.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

TRI'K Kota Mewro yang sudah ada sehelum berlakunya Perdluran Daerah ind,
tetap menjalunkan Lugasnva dan dalam jangka waltu paling kama [ {satu)
tahun harus menyvesuaikan dengan Peraturan Daerah ind,



BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pazal 60

Peraturan Dacrah ini mulai berlalu pada ranggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kola Metro,

Ditetapkan di Melro

pada tanggal 3 M 2021
W A METRO,
-
AHDI

Diundangkan di Metro
pada (anggal 3 M& 2021

Plt. SEERETARIS DAERAH KOTA METRO,

EAHGKI'I{'HAR UTOMOD

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR ‘3
NOMOR REGISTER PRERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINGL LAMUUNG: 03/ 1140/ MTR 20521}



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

I. UMUM

Tujuan pembentukan negara dan pemerintah Indonesia dapal dilinat dan
pembukaan UUT 1945 alinea keempal yaita hahwa untuk melindung segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejubileraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikul
melaksunakan ketertiban dunia yang berdagarkan kemerdekaan, perdanaian
abadi dan keadilan sosial. Dalam  konleks melindungi segenap  bungsd
Indonesin sebagaimana  termalceub dalam pembukaan UL 1945 dapal
efrmpakenal secara. luas  vaitu bahwa  kesejahlersan umum  tidak hanya
mempunval aspek lahiriah atau pembangunan lisik semata tetapd juga aspek
batinish yailn aspek kejiwaan manusionyva, di samping yang tidak lkalah
pentingnva adalab aspek kogninif dalan bentuk kecerdasan.

Berdasarkan mandat konstitutif torschul, penyvelenggaraan pemerintahbam
di daerah  pada hakikarnva  berkewajiban memberikan pelayanim dan
kescjahleraan kepada masvaralkat di dacrah, Dalam mewujudkan tujuan
tersebut, pemerintah daerah harus menjalankan tata kelola pemerintahan
dengan baik, termasuk juga dalun penanggulangan kemiskinan.

Landasan Hukum fersebut di atus menjads dasar pelaksanaan program
penangpulangan  kemiskinan daerah vang dilaliukan  dengan memberilcan
penghormalan, pedindungan, dan pemenuchan  hok-hale dasar masyarakat
miskin secara bertabap serta diarahkan untuls menjamin  lerselenggaranya
pelayanan kesejahieraan dan investasi sosial vang berkuslilas dan produkeif
schinged dapal meningkatkan kapabilitas, harlat, marlabal, dan kualitas
hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktit masyaralkat,
mencegah dan menangani masalah  kescjahleraan sosial, mengembangkan
sistem dan jaminan kesejahieraan sosinl serta momperkoal kelabanan sosial
bagl sefiap warga muasyarakal Kova Metro.

Scsual dengan perkembangan penangeulangan kemiskinan yang semakin
dinsmis dihubungkan dengan kondisi saat ini babhwa lgla cara dan pola
penanggulangan kemiskinan di Kota Metro belum diatur melalui Peraturan
Daerah, schingea perlu diletapkan Peraturan Dacrah untuk mengakomodir
tuntutan masvarskal lerhadap program penanggulangan kemiskinan yang
lehih sistematis, terpadu, komprehensif, efeltif, efesion dan alcuntabel.

I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal ]
Cukup jelas.

asal 2
Cukup Jelas.



Prasal 3
Hurul (a]
Yang dimaksud asas *kemanusiagan” adalah bahwa dalam
penangeulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan,
penghormalan  hak-hak asasi manusia, scrta harkal  dan
martabat selap wargs negara dan penduduk indonesia secara
proporsional.

Hurul (b
Yang dimaksud asas “keadilan sosial® adolah perlakuan yang
yama dari pemerintah daerah kepada  fakir miskin  secars
proporsional bagl seliap warga negara tanpa kecuali.

Huruf {c)
vang dimaksud dengan asas “kKessjahferaan” adalah Dabwa
dalmm  penangoulangan  kemiskinan harus dilalkokan  untuk
meningkatkan kesejahteraan fakir miskin,,

Hurut (¢}
Yang dimaksud dengan asas “gotong rovong” adalah dalam
penangpulangan kemiskinan harus dilakulkan dengan semangnat
kehersamaan dan herbagl peran antar para pibak.

Huruf {e)
Yang dimaksud dengan asas *kesetiakawanan” adalah dalasm
penanggulangan leemiskinan harus dilandasi olch  kepedulian
sosial uniuk membantu orang yang membutublkan pertolongan
dengan empafi dan kasih sayvang.,

Huruf (f)
Yang dimaksud dengan asas fpemberdavaan® adalah dalam
penanggilangan  kemiskinan  harus  dilakukan  melalus
peningkalan kemarmpuan dan kapasitas sumber daya manusia
untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf {g]
Yang dimaksud dengan asas “partisipatif® adalab dalam
penangulangan kemiskinan harus dilakulen dengan
melibatlen seluruh kemponen masyaralkat.

Huruf (k]
Yung  dimaksud  asas “keterpaduan” adalah dalam
penvelengearaan penangeulangan Lkemiskinan harus
menginlegrasikan herbagni lkomponen terkail sehingga dapat
berjalan secara terkondinir dan sinergis,

Huruf (i
Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas®  adalab  dalam
peoanggulangan kemiskinan  harus dilakukan  dengan
memherikan akses wvang seluas-luasnva  kepada  masyarakal
untuk mendapaitkan informasi terkait dengan penanggulangan
kemiskinan.

Hurul [j;
Yang dimaksud asas  “kemitnaan”  adalah bahwa  dalam
penangeulangan  kemiskinan  diperlukan  kemifraan  antars
pemerintah, masyarakal dan dunia usaha.



Hural [k
Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi”™ adalah dalam
penanggnlangan  kemiskinan  harus  dilakukan alas  dasar
persamaan tanpa membedakan asal, sulou, agama, ras dan antar

golongan.

Huruk (i)
vang dimaksud dengun asas “keberlanjutan® adalab dalam
prnanggilangan Lerniskiruar dilaksanakan SECAra

berkesinamhungan schinges Lercipla, kemandirian,

Huraf 1]
Yang dimuksud azas “manfaar® adalah bahwa peraturan dacriah
tentang penanggilangan kemiskinan dapat memberikean manfial
bagl peningkalan kualitas hidup warga nepara.

Hurul in|
Yang dimalksud asas *kepastian hukum® adalabh apar Taik
pemerintah  maopun  masyarakat  mentanti hukum  dan
memperoleh keadilin dalam penyelenggaraan penanggulangan
kemiskinan serta nogdard menjamin kepastian hukumnya.

Hurul [w)
Yurng dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa
dulam seliap penvelenggaraan penanpgulangan kemiskinan dan
kesejghteraan sosial kepada masvarakal agar dilandasi dengan
profesionalisme  sesual  dengan lingkup tugasnya dan
dilaksanakan seaptimal mungkin,

Pasal 4

Culiup jelas.

I'aszl 5

Culoup jelas,

Trasal B

Cukup jelas.

haysal 7

Culkup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan kemampuan Pemennlab Daerab adalab
anggaran vang tersedia untuk  penanggulangan kemiskinan  vang
tertera dalarm Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APTID) Kara
Mutro,

Fsal G

Cublcup jelas,

Pasal 10

Culkup jelas,

[Pasal 1]

Cukup jelas.

Pasal |12

Cukup jelas.



Pasal 13
Culeup jelas.

Pasal 14
Cultup jelas,

[Mamal 15
Aval (1)
Pendataan  dan penctapan warga miskin dilakulkan  dengan
mengidentifiwasi  keluarga/rumah tangga melalui pendataan
unluk memperoleh data primer dan sekunder.

Aval [2]
Cukup jelas

Aval (3}
Cukup jelas

Avat (4]
Cukup jelas.

Aval (3]
Cukup jelas

Avdl (6]
Cukup jelas

Cukup jelas

Avat [8)
Yang dimaksud “situast dan kondist darueal™ misalnya:
A terjadi bencana alan;
br. wabah penyvakit' danfatau
¢, perubahan  fungsi  lahan  dan perubgban lain yang
mem pengaruhi status ckonoml warga miskin,

Avul |9
Cukup jelas

Asrat [10]
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Culkup jelas.

Pusal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

1asal 21
Cukup jelas.

[fBamal 22
Cukup jelas,

Pakal 23
Culiup jelas.

Pasal 24
Culoup jelas,

sl 25
Cukup jelas.

‘asal 26
Culoup jelas.

asal 27
Culoup joelas.

Pasal 28
Cukup jolas.

Pasal 20
Cultup jelas.

Pasal 30
Huruf @
Culkup jolas
luruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
I Taruf d
Culkup jelas
[Taruf e
Yoang dimaksud dengan “lempar sclendang” adalabh suatu praketik
jaul heli vang biasa berlako di pasar rakyat, dimana rerdapast orang
viang menjual jasa sebagal malelar  savorfdoganesn ladnnova,
Malkelar terschut akan mencarikan penjual, namun petani vang
dilempar sclendang tidak dapat menjaul] dapangannya kepada
pembeli lainnyea.
Fasal 31

Cukup jelas.

*aspl 32
Cukup jekas.



Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
¥ang  dimalesud  fpommangliu kepenlingan  lainnya®™  meliputi:
perguruan Linggl, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya
masvarakoat, lemmbaga kesejahieraan sosial, organisasi profest, dan
nrganisasi kemasyaralsalan,

Avat |2
Cukup jelas.

Avat [3]
Cukup jelas.

Avat 4
Cukup jelas.

Asrat [D)
Cukup jelas.

Avat (D)
Cukup jolas.

Misal 35
Culup jelas.

sl 36
Culup jelas.

Pasal 37
Culup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Fasal 3%
Culoup jelas.

Fasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas,

Pasal 42
Cultup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Prsal 44
Culoup jelas.



mitaal 45
Culup jelas.

amal 46
Culkup jelas.

Pasal 47
Culup jelas,

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 44
Culup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Fasal 51
Culaap jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Fasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Avat [1]
Iuruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tunggung  jawab sosizl” adalah
tanggung  jawab dunia usaha untuk  poduli terhadap
masyaralkat miskin dan kelompok rentin serta penvandang
masalah kesejahferann sosial.

Huruf ¢
Cukup jolas
Huruf d
Culup jelas
Huruf ¢
Cukup julas
Huruf f
Cukup jclas
Aot 120
Cukup jelas
Avart [3)
Cukup jelas

Avar (<
Culup jelas



Pasal 55
Culup jelas.

usal 56
Culoup jelas.

sal 37
Culoup jelas.

Pasal 58
Culiup jelas.

Pusal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Culiup jelas.

a
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